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kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 

Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 

tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 

Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6547); 

  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6863); 

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 

  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dangan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang 

Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 
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dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); 

  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan 

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan 

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ 

Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 

2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, 

Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat 

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99); 

  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 172); 

  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentag Pedoman Teknis 

Penyelenggaran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; 

  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 441 Tahun 

2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi Kalimantan Barat Periode 2023-2028; 

  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi 

Kalimantan Barat Nomor 13 tahun 2023 tentang Satuan 

Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum Provinsi 

Kalimantan Barat Tahun 2023; 
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LAMPIRAN  

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

NOMOR 19 TAHUN 2023 

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN 

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI 

KALIMANTAN BARAT NOMOR 13 TAHUN 2023 

TENTANG SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN 

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH 

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI 

KALIMANTAN BARAT TAHUN 2023 

 

 

SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN  

INTERN PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  

KALIMANTAN BARAT TAHUN 2023 

NO. NAMA JABATAN 
JABATAN DALAM 

SATGAS 

1. Muhammad Syarifuddin Budi, S.T. Ketua Pengarah 

2. Syarifah Nuraini, S.Pd.I., M.Pd. Anggota Pengarah 

3. Heru Hermansyah, S.H. Anggota Pengarah 

4. Suryadi, S.Pd. Anggota Pengarah 

5. Kartono Nuryadi, S.Si. Anggota Pengarah 

6. 
Dra. Krisnawaty Kristina 
Banjarnahor, AP., M.M. 

Plt. Sekretaris  Penanggungjawab 

7. Eka Sulastri, S.Kom. 

Kepala Bagian Teknis 
Penyelenggaraan 

Pemilu, Partisipasi 

Hubungan Masyarakat, 
Hukum dan SDM 

Ketua 

8. Yulius Lay, S.E.,M.E. 
Kepala Bagian 

Keuangan, Umum dan 

Logistik 

Tim Kerja 

9. Deni Trisna Dyah, S.H., M.H. 
Kepala Bagian 

Perencanaan, Data dan 

Informasi 

Tim Kerja 

10. Yulisinta Sinaga, S.H. 
Kepala Sub Bagian 
Hukum dan SDM 

Tim Kerja 
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